GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat
merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral
kegiatan pembangunan nasional serta ketahanan keluarga
merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan
nasional;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada tersebut, telah
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Ketahanan Keluarga, yang perlu diubah sesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru;

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 4 Tahun 20218 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);
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Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang
menjadi UU Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6401);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4768);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5488);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
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Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan  Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Dalam
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan
Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 368);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menetapkan :

dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 485), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk
meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media
dalam menciptakan, mengoptimalkan kegigihan dan ketangguhan
keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan, dan
sejahtera.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik
material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat
menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga
sejahtera lahir dan batin; dan

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam mendukung
pencapaian visi dan misi Pemerintahan dacrah .

3. Ketentuan Pasal S dihapus.

4. Diantara ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (3) ditambahkan
1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana iangka panjang dan jangka
menengah Pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan
nasional di bidang ketahanan keluarga.

(2) Rencana jangka panjang dan jangka menengah pembangunan
ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang diarahkan
untuk:

a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
b. ketahanan fisik keluarga;

c. ketahanan ekonomi keluarga; dan
d. ketahanan sosial psikologi keluarga.

(3) Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah pembangunan
ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan
Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

(4) Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah pembangunan
ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
ditinjau kembali dalam 5 (lima) tahun.
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5. Ketentuan Pasal 12 diubah, schingga berbunyi scbagai berikut:

Pasal 12

Pemerintah Dacrah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga
dalam penerapan:

a.
b.

nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;

landasan legalitas untuk keutuhan keluarga dalam menurunkan
angka perceraian;

ketahanan fisik keluarga wuntuk mendorong pemenuhan
kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan,dan
papan

mendorong ketahanan non fisik meliputi sosial dan ekonomi; dan
ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan
kepala keluarga

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 1 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap

calon pasangan menikah:
a. berhak:

1. mendapatkan. informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis
lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri,
dan fungsi keluarga, sesuai norrna agama, norma adat dan
norma sosial dengan berpedoman kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.

b. berkewajiban:
1. Calon pasangan menikah wajib berusia 19 tahun
sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait
perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi
keluarga.

(2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak dan

pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(38) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon

pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui koordinasi atau kegjasama dengan instansi
terkait, lembaga keagamaan dan lembaga sosial.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Setiap orang perseorangan berhak mengangkat anak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Dalam pembangunan ketahanan keluarga, setiap orang yang diberi
hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan
membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan
psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

(2) Peran masyarakat dalam penyelanggaraan pembangunan ketahanan
keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

perorangan;

lembaga pendidikan;

organisasi keagamaan;

organisasi sosial kemasyarakatan;

lembaga swadaya masyarakat;

organisasi profesi;

lembaga sosial; dan

lembaga kesejahteraan sosial.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2024
Pj. GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

/]

/A

FREDY SM /]

PUADI JAILANI, SH, MH.
Penlbina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 18
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (18-289/2024)




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA

1. UMUM

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Namun keluarga
lebih sekedar sebuah unit dari masyarakat, tapi juga merupakan wadah
penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental setiap
individu.

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi berpengaruh
terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sehingga
berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah
menimbulkan permasalahan Ketahanan Keluarga. Telah banyak upaya
untuk mengatasi permasalahan Ketahanan Keluarga oleh banyak pihak,
baik Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh
masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi
keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung
kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri
dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan
kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang
perlu diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang terbaru terkait dengan ketahanan keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Dihapus

Pasal 7
Cukup Jelas



Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d )
Yang dimaksud dengan "organisasi sosial

kemasyarakatan" adalah perkumpulan
sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum, yang berfungsi sebagai
sarana partisipasi masyarakat dalam
pembangunan bangsa dan negara.

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai
lembaga kemasyarakatan salah satu jenis
lembaga yang mengatur rangkaian tata cara
dan prosedur dalam melakukan hubungan
antar manusia saat mereka menjalani
kehidupan bermasyarakat dengan tujuan
mendapatkan keteraturan hidup.

Huruf h
Lembaga kesejahteraan sosial adalah
organisasi sosial yang melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang
dibentuk oleh masyarakat baik yang
berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum.

Pasal Il
Cukup Jelas
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